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Abstrak

Penelitian ini membahas kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor
dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bengkayang. Latar
belakang penelitian ini didasari oleh perubahan sistem pemungutan pajak daerah
setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan
mekanisme bagi hasil menjadi sistem opsen pajak. Penelitian ini menggunakan
metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta
didukung oleh hasil wawancara untuk memperkuat data dan analisis mengenai
pelaksanaan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor telah
berjalan, walaupun masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib
pajak dan kurangnya sosialisasi tetapi pendapatan daerah meningkat dengan adanya
sistem opsen pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah berupaya mengatasi hal
tersebut melalui peningkatan pelayanan dan edukasi masyarakat dalam sistem
pembayaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan opsen pajak
kendaraan bermotor untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah serta kemandirian
fiskal Kabupaten Bengkayang.

Kata Kunci: Opsen Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.
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Abstract

This study examines the policy on the imposition of motor vehicle tax surcharges in
order to increase regional revenue in Bengkayang Regency. The background of this
research is based on changes in the regional tax collection system following the
enactment of Law Number I of 2022 concerning Financial Relations between the
Central Government and Regional Governments, which shifted the revenue-sharing
mechanism to a tax surcharge system. This study employs a normative legal
research method with a statutory approach, supported by interview results to
strengthen the data and analysis regarding the implementation of the motor vehicle
tax surcharge policy. The findings indicate that the implementation of the motor
vehicle tax surcharge policy has been carried out, although there are still obstacles
such as low taxpayer compliance and a lack of socialization. However, regional
revenue has increased with the implementation of the motor vehicle tax surcharge
system. The regional government seeks to address these issues through improving
services and enhancing public education within the tax payment system. This study
is expected to serve as input for local governments in improving the effectiveness of
the motor vehicle tax surcharge policy to strengthen Local Own-Source Revenue
and the fiscal independence of Bengkayang Regency.

Keywords: Tax Surcharge, Motor Vehicle Tax, Regional Original Revenue.
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